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WALI KOTA LUBUKLINGGAU 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU 

NOMOR ~ TAHUN 2021 

TENTANG 

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDlKAN 

Menimbang: 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA LUBUKLINGGAU 

a. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan 
adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang ber1man, 
bertaqwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan 
masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah mengubah 
kewenangan Pemerintah Dacrah dalam penyelcngga raan 
urusan pcndidikan ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimuno. 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan 
Peraturan Daerah lenlang Penge lolaan d an 
Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Lubuklinggau; 

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 31 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentong Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886); 
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 200 l tentung 
Pembentukan Kola Lubuklinggau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik fndonesia Nomor 4301); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
indonesia Nomor 6573) 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang 
Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3485); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5587); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4863); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 
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I I . Pcrnlurnn Pcrn ·11 ntnh Nomo1 17 l'uhun 20 Io tcnlcrng 
Pcngelolonn cl.in Pcnyt'lcngg .. ,1r,11m l'end1d1k,111 (Lc111ba1on 
Negarn l~cpi1blik fnclcmcHin T nhtm 20 IO No1nor 23, 
Tnmbnhnn Lembn1 un Ncgnta Rcpul>hk lndone'>in Nomor 
5 105), sebagnimm,a lclah diubah cfrngan Pc.1 aturnn 

Pcmc-rintnh Nomo1 66 Tahlln 2010 Lc·ntang Pc rub,dwn 

alas Pernluran Pemerinlah Nomor 17 Tahun 20 10 tenlang 
Pcngclolao.n dun Penyclcnggurann Pcndidikan (Lt'm Im run 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 1 12, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndonesiu Nomor 
5 157); 

12. Pcraluran Menleri Pcndidikan dan Kebudayaan Rcpublik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Lentang Pcncrimaan 
Peserla Didik Ba ru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah 
Da sar, Sckolah Men engah Pcrlama, Sckolah Mcnengah 
Alas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nom or 6); 

13. Peraluran Daerah Provins i Sumalcra Selalan Nomor 8 
Tahun 2019 Ten tang Penyelenggaraan Pcndidikan 
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Sclatan Tahun 
2019 Nomor 8) . 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU 
dan 

WALI KOTA LUBUKLINGGAU 

MEMUTVSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1 . Pem erintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, 

adala h Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Vndang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Kota adalah Kota Lubuklinggau. 



3. Wali Kota adaJah Wali Kola Lubuklinggau. 

4 . Pemerinlah Kola adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau. 

5 . Dewan Perwakilan Rakyat Dae ra h yang sclanjutnya 
disingkat DPRD adalah DPRD Kota Lubuklinggau . 

6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mena ngani dan 
bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di 
bidang pendidikan. 

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik secara aktif mengem bangkan poten si 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, ser ta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara. 

8. J alur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta 
didik untuk mengembangkan potensi dir i dalam suatu 
proses pendidikan yang sesuru dengan tujuan 
pendidikan. 

9. J enjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang 
d itetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta 
didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang 
di kem bangkan. 

1 0. Jen is pen didikan adalah kelompok yang didasarkan 
pada kekhusu san tuju an pendidikan suatu satuan 
pendid ikan. 

11 . Satuan pen didikan adalah kelompok layanan pendidikan 
yan g m enyelenggarakan pend idikan pada jalur formal, 
nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis 
pend idikan. 

1 2. Pendid ikan anak usia dini adalah suatu upaya 
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 
sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 
dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 
memasuki pendidikan lebih lanjut. 
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13. Pcndidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur 
pcndidikan formal yang mclandas1 jenjang pendidikan 
menengah, yang diselenggarakan pada saluan 
pendidikan berbenluk Sekolah Dasar atau bentuk lain 
yang sederajal serla menjadi satu kesatuan kelanjutan 
pendidikan pada saluan pendidikan yang berbentuk 
Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang 
sederajat. 

14. Pendidikan formal adalah jalur pend id ikan yang 
terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan 
dasar dan pendidikan menengah. 

15. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar 
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 
terstruktur dan berjenjang. 

16. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga 
dan lingkungan. 

1 7. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik 
yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses 
pem belajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, 
sosial, dan / atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat 
istimewa. 

18. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi 
peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana 
sosial dan/ atau tidak mampu dari segi ekonomi. 

1 9 . Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang 
mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, 
memahami, dan mengamalka n ajaran agama dan/ atau 
menjadi ahli ilmu agama. 

20. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah 
pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi 
st.andar nasional pendidikan dan diperkaya dengan 
keunggulan kompelitif dan/atau komparatif daerah 
dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya 
pengembangan potensi, ekonomi, sosial dan budaya 
masyarakat Lubuklinggau. 

2 1 . Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA 
adalah salah satu ben tuk sat.uan pendidikan anak usia 
dini pada jalur pendidikan nonformal yang 
menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, 
program pengasuhan anak, dan program pendidikan 
anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun. 
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22. Kelompok Bermain, yang selanjutnya disingkat KB 
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak us1a 
dini pada jalur pendidikan nonformal yang 
menyelenggarakan program pendidikan dan program 
kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai 
dengan 4 (empat) tahun. 

23. Taman Kanak-Kanak selanjutnya disingkat TK adalah 
salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini 
pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan 
program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun 
sampai dengan 6 (enam) tahun. 

24. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah 
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 
pendidikan dasar. 

2 5. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat 
SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal 
yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 
pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau 
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil 
belajar yang diakui sama atau setara SD atau Ml. 

26. Madrasah ibtidaiyah selanjutnya disingkat Ml adalah 
jenjang paling dasar pada pendidikan formal di 
Indonesia setara dengan Sekolah Dasar yang 
pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama, 
Pendidikan madrasah ibtidaiyah ditempuh dalam waktu 
6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. 

27. Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disingkat MTs adalah 
jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, 
setara dengan sekolah menengah pertama, yang 
pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Agama. 
Pendidikan madrasah tsanawiyah ditempuh dalam 
waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. 

28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara 
yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. 

29. Pembelajaran adalah proses inte raksi peserta didik 
dengan pendidikan dan/ a tau sumber belajar pada suatu 
lingkungan belajar. 

30. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program 
dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria a tau 
standar yang telah ditetapkan. ,j.. ,1' 
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3 1 . Sistem Infonnasi Pendidikan adalah layanan informnsi 
yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga 
pendidikan, kurikulum, peserla didik, tenaga pendid1k 
dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, 
dan kebijakan Pem erintah, Pemerintah Daerah serta 
peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh 
berbagai pihak yang memerlukan. 

32 . Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 
keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati 
dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas 
keprofesionalan. 

33. Standar pendidikan adalah kriteria minimal ten tang 
berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan 
pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh 
penyelenggara dan/ atau satuan pendidikan di daerah. 

34. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerin tah, 

Pemerintah Daerah, a tau masyarakat yang 

menyelenggarakan pendidikan. 

3 5. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan 
pelaksanaan komponen sistern pendidikan pada satuan 
atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis 
pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung 
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

36. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan 
pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum 
penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan 
nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan 
formal , dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan 

nonformal. 

3 7. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan 
dalam penyelenggaraa n sistem pendidikan nasional oleh 
Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten/ kota, penyelenggara pendidikan yang 
didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar 
proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional. 
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38. Pe ncltclik ndalah tc•nngn kept·ndid1kon yang berkualifikasi 
sebngn1 gun1, konselo1, pamong belajar, tutor, 
m s ll ukLur, fasilttator dan ~ebutun lam yang sesuai 
clengan kekhususannya oerla berparttsipas1 dalam 
menyelcnggarakan pendidikan, yang bertugas 
mcrcncannkan clan mclaksanakan proses pcmbclaJaran, 
menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan 
dan pelalihan. 

39. Tenaga kependidikan adalah anggola masyarakat yang 
mengabdikan diri dan diangkal untuk menunjang 
penyelenggaraan pend idikan. 

40. Peserta didik adalah anggola masyarakat yang berusaha 
mengembangkan potensi diri melalui proses 
pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 
pendidikan tertentu. 

41 . Pega wai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai 
negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah 
berdasarkan Peraturan Perundang-U ndangan. 

4 2. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disingkat Non-PNS 
adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan 
pendidikan atau badan hukum penyelenggara 
pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah 
berdasarkan Perjanjian Kerja. 

43. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang 
harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung 
jawab Pemerintah dan Pemerintah Kota. 

44. Dewan Pendidikan Kota adalah Dewan Pendidikan Kota 
Lubuklinggau. 

45. Komile Sekolah adalah lembaga mandiri yang 
beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas 
sekola h, serta tokoh masyara kat yang peduli 
pendidikan. 

4 6. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tamba han 
untuk memimpin PAUD, TK, SD dan SMP atau sekolah 
lain yang menjadi kewenangan daerah. 

4 7. Warga adala h penduduk Kota Lubuklinggau, penduduk 
luar Kola Lubuklinggau, dan warga negara asing yang 
tinggal di Kota Lubuklinggau. 
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48. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia 
non pemerintah yang mempunyai perhatian dan 
peranan dalam bidang pendidikan. 

49. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat 
yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari 
secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan 
la in yang bermanfaat bagi kehidupan. 

50. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat 
yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari 
secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan 
pengetahuan. 

51. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan 
warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari­
hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk 
belajar di luar jam sekolah. 

52. Paket A adalah Program pendidikan pada jalur non 
formal setara dengan sekolah Dasar / Madrasah 
lbtidayah. 

53. Paket B adalah Program pendidikan pada jalur non 
formal setara dengan Sekolah Menengah Pertama atau 
Madrasah Tsanawiyah. 

54. Paket C adalah program pendidikan pada jalur non 
formal setara dengan sekolah Menengah Atas atau 
Madrasah Aliyah. 

55. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat RPJPD 
Provinsi Sumatera Sela tan adalah Dokumen 
Perencanaan Pembanguna n Daerah Provinsi Sumatera 
Selatan yang m emu at visi, misi dan arah pembangunan 
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung 
mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

56. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau 
yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program 
Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, 
dengan berpedoman pada RPJ PD serta memperhatikan 
RPJP Nasional dan RPJM Nasional. 
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Pasal 2 

Pendidikan berfungsi mengembangka n kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pasal 3 

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Pasal 4 

( 1) Pendidikan diselenggarakan secara prof esional, 
transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab 
bersama Pemerintah, Pemerintah Kota, Masyarakat dan 
Peserta Didik. 

(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang 
sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. 

(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses 
pembudayaan dan pemberdayaan secara 
berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat. 

(4) Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan 
Lidak diskrimina tif dengan menjunjung tinggi hak asas1 
m anusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan 
kebhinekaan. 

(5) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana 
menyenangkan, m en antang, mencerdaskan 
kompetitif dengan dilandasi keteladanan. 

yang 
dan 

(6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan 
budaya membaca dan belajar bagi segenap warga. 

(7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan 
seluruh komponen Pemerintah Kota dan masyarakat 
serta m emberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 
berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan 

mutu pendidikan. 
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BAB ff 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesalu 
Hak dan KewajibanWarga 

Pasal 5 

Setiap warga berhak: 
a. memperoleh pendidikan yang bermutu; 
b. menyelenggarakan pendidikan yang berbasis masyarakat; 

dan 
c. memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk 

kelangsungan penyelenggaraan pendidikan. 

Pasal 6 

(1) Warga yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, 
dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh 
pendidikan khusus. 

(2) Warga yang memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat 
istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus. 

(3) Warga yang mengalami bencana alam dan/atau bencana 
sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. 

Pasal 7 

(1) Warga yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) 
tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah 
sampai tamat. 

(2) Warga berkewajiban: 
a. menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya 

mem baca dan budaya belajar di lingkungannya; dan 
b. memberikan dukungan sumber daya dalam 

pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. 

Bagian Kedua 
Hak dan Kewajiban Orang Tua 

Pasal8 

Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan 
pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan 
pendidikan anaknya. 

Pasal 9 

Orang tua berkewajiban: 
a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 

anaknya untuk memperoleh pendidikan; 
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b. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir 
dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan 
usianya; 

c. mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya; dan 
d . atas _biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya 

sesua1 kemampuan, kecuali bagi orang tua yang tidak 
mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi 
tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Kota. 

Bagian Ketiga 
Peran Ser ta Warga 

Pasal 10 

( 1) Warga berhak berperan serta: 
a. dalam perencanaan, pela ksanaan, pengawasan, dan 

evaluasi program pendidikan; dan 
b . dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa 
dan umat manusia. 

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dila kukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Bagian Keempat 
Hak dan Kewajiban 

Peserta Didik 

Pasal 11 

(1) Setiap peserta didik berhak mendapa tkan pendidikan 
agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan 
diajarkan oleh pendidik yang seagama. 

(2) Setiap peserta didik yang memiliki ke lebihan kecerdasan 
berhak mendapatkan kesempatan program akselerasi. 

(3) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan 
pendidikan dan pembelaja ran dalam rangka 
pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, 
kecerdasan, dan kemampuannya. 

yang berprestasi dan/ atau yang orang 
mampu membiayai pendidikan berhak 
beasiswa dan/ a tau bantuan biaya 

(4) Peserta didik 
tuanya tidak 
mendapatkan 
pendidikan dari 
Masyarakat. 

Pemerintah, Pemerintah Kota dan/ atau 



(5) Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaia n hasil 
belajarnya. 

(6) Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, dan 
memberikan informasi sesuai dengan nilai-nilai 
kesusilaan dan kepatutan. 

(7) Setiap peserta didik berhak pindah ke program 
pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang 
setara. 

(8) Setiap peserta didik berhak menyelesaikan program 
pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing­
masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas 
waktu yang ditetapkan. 

Pasal 12 

Setiap peserta didik berkewajiban: 
a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin 

keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; 
b. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, 

ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang 
bersangkutan; dan 

c. mentaati segala ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Bagian Kelima 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Paragraf 1 
Pendidik 

Pasal 13 

Pendidik terdiri dari guru, konselor, tutor, pamong belajar, 
instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan 
kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan 

pendidikan. 

Pasal 14 

Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dalam 
melaksanakan tugas berhak: 
a. memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup 

minimal dan jaminan kesejahteraan sosial; 
b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan 

tugas dan prestasi kerja; 
c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas 

dan hak atas kekayaan intelektual; 
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d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan 
kompetensi; 

e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana 
pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya; 
memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan 
ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau 

f. 

sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah 
pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam 
melaksanakan tugas; 

h. memiliki kebebasan untuk 
profesi selama tidak 
kewajibannya; 

berserikat dalam organisasi 
mengganggu tu gas dan 

i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan 

kebijakan pendidikan; 
j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan clan 

meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan 
k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam 

bidangnya. 

Pasal 15 

Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dalam 
melaksanakan tugas berkewajiban : 
a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar 
bermutu serta menilai dan mengevaluasi 
pem belajaran; 

proses 
yang 
hasil 

b. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga 
dan profesi; 

c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik 
dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan 
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 

d. memotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar di 
luar jam sekolah; 

e. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya 
m embaca dan budaya belajar; 

f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar 
pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan 
kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan 
status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; 

g. menjunjung tinggi peraturan perundan g-undangan, kode 
etik guru serta nilai agama, dan etika; 

h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan; 
i. melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi selama hari 

efektif sekolah dan m elaksanakan tugas-tugas lain sesuai 
dengan situasi dan kondisi sekolah; dan 

j. melaksanakan beban mengajar paling sedikit 24 (dua 
puluh empat) Jam per minggu. 
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Pasal 16 

(1) Konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fas1litator 
atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dalam 
melaksanakan tugas berhak: 
a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup 

minimal dan jaminan kesejahteraan sosial 
berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas 
serta prestasi kerja; 

b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan 
prestasi kerja; 

c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan 
sebagai pendidik pendidikan nonformal dari 
Pemerintah, Pemerintah Kota dan lembaga pendidikan 
nonformal; 

d . memperoleh perlindungan hukum dalam 
melaksanakan tug as; dan 

e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam 
organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan 
kewajibannya. 

(2) Dalam melaksanakan tugas konselor, tutor, pamong 
belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang 
sesuai dengan kekhususannya berkewajiban: 
a. menyusun rencana pembelajaran; 
b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan kurikulum, sarana belajar, media 
pembelajaran, bahan ajar, maupun metode 
pembelajaran yang sesuai; 

c. mengevaluasi hasil belajar peserta didik; 
d . menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik; 
e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam 

kegiatan pendidikan nonformal; 
f. mengembangkan model pembelajaran pada 

pendidikan nonformal; dan 
g. melaporkan kemajuan belajar. 

Paragraf 2 
Tenaga Kependidikan 

Pasal 17 

(1) Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidik, 
penilik, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, 
laboran, dan teknis sumber belajar. 

(2) Tenaga kependidikan sebagaimana 
(1) berhak mendapatkan: 

dimaksud pada ayat 

a. penghasilan dan jaminan 
layak dan memadai; 

kesejahteraan sosial yang 

.. ./ 
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b . penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi keqa; 
c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan 

pengembangan kualitas; 

d. perlindungan hukum dalam me1aksanakan tugas dan 
hak atas hasil kekayaan intelektual; dan 

e . kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, 
dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

(3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berkewajiban: 
a. menciptakan suasana pendidikan yang 

menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inova tif, dan 
bermartabat; 

b. mempunyai komitmen secara profesional untuk 
meningkatkan mutu pendidikan; 

c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, 
profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan 
yang diberikan kepadanya; 

d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya 
membaca dan budaya belajar; dan 

e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keenam 
Pemerintah Kota 

Pasal 18 

Pemerintah Kota wajib: 

a. mengatur, 
membimbing, 
pendidikan; 

menyelenggarakan, 
dan mengawasi 

mengarahkan, 
penyelenggaraan 

b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam 
penyelenggaraan pendidika n anak usia dini, pendidikan 
dasar, dan pendidikan menengah; 

c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin 
pendidikan yang bermutu bagi warga tanpa diskriminasi; 

d . menyediakan dana gun a m enuntaskan wajib belajar 12 
(dua belas) tahun; 

e. menggratiskan dana pendidikan untuk peserta didik 
hingga Jenjang Sekolah Menengah Pertama; 

f. m enyediakan d a na untuk biaya p ersonal bagi peserta 
didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar; 

g. m emberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga 
untuk memperoleh pendidikan: 
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h. mcmfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan 
tenaga kcpcndidikan yang profesional, sesuai dengan 
pcrkcmbangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 
manjami.n terselenggaranya pendidikan yang bermutu; 

i. mcmfasilitasi tersedianya pusat bacaan bagi masyarakat; 

j. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya 
belajar; 

k. membina dan mengembangkan pendidik dan 
kependidikan pada satuan pendidikan 

tenaga 
yang 
dan diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Kota, 

masyarakat; 

1. membina dan mengembangkan pengelolaan satuan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota 
dan Masyarakat; 

m. menumbuh kembangkan sumber daya pendidikan secara 
terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang 
bermutu; 

n. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan 
yang bermutu; 

o. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalarn 
rangka kerjasarna pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi; 

p . menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi 
dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 
penyelengaraan pendidikan; dan 

q. mendorong dunia usaha/ dunia 
berpartisipasi secara aktif dalam 
peningkatan mutu pendidikan. 

BAB III 

industri untuk 
penyelengaraan dan 

JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 19 

(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, 
nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan 
memperkaya. 

(2) J enjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan anak 
usia dini dan pendidikan dasar. 

(3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum. 
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Pasal 20 

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 yang diselenggarakan Pemerintah Kota, 
dan/ atau masyarakat, dapat d iwujudkan dalam bentuk: 
a. pendidikan anak usia dini; 
b. pendidikan dasar; 
c. pendidikan nonformal; 
d. pendidikan informal; dan 
e. pendidikan berbasis keunggulan daerah. 

Pasal 21 

(1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan sebelum 
jenjang pendidikan dasar. 

(2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui 
jalur formal, nonformal, dan informal. 

(3) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur 
pendidikan formal adalah TK atau bentuk lain yang 
sederajat. 

(4) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur 
pendidikan nonformal meliputi KB, TPA atau bentuk lain 
yang sederajat. 

(5) Bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 
informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan 
yang diselenggarakan oleh lingkungan. 

(6) J enis pendidikan anak usia dini se bagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat berupa pendidikan umum. 

Pasal 22 

Penyelenggaraan pendidikan pada TK atau bentuk lain yang 
sederajat memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 
2 (dua) tahun. 

Paragraf 3 
Peserta Didik 

Pasal 23 

(1) Peserta didik TPA atau bentuk lain yang sederajat berusia 
sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun. 

(2) Peserta didik KB atau bentuk lain yang sederajat berusia 
2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun. 

(3) Peserta didik TK atau bentuk lain yang sederajat berusia 

antara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tah~~-~ ~ 
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Pengelompokan peserta 
pada TPA, KB ntau 
di scsuaikan dengan 
perkem bangan anak. 

didik untuk program 
bentuk lain yang 
kebutuhan, usia 

Pasal 25 

pendidikan 
sederajat 
dan/atau 

Peserta didik pendidikan anak usia dini pada Jalur 
pendidikan formal maupun nonformal dapat pindah ke jalur 
atau satuan pendidikan lain yang sederajal. 

Paragraf 4 
Penyelenggaraan 

Pasal 26 

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tala cara 
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dim 
sebagaimana dimaksud daJam Pasal 21 sampai dengan Pasal 
26 diatur dengan Peraturan Wali Kata. 

Bagian Kedua 
Pendidikan Dasar 

Paragraf 1 
F'ungsi dan Tujuan 

Pasal 27 

(1) Pendidikan pada SD atau bentuk lain yang sederaJat 
berfungsi: 
a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, 

akhlak mulia, dan kepribadian luhur; 
b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai 

kebangsaan dan cinla lanah air; 
c. memberikan dasar kemampuan mtelektual dalam 

benluk kemampuan dan kecakapan membaca, 
menulis, dan berhitung; 

d. memberikan pengcnalan ilmu pengetahuan dan 
Leknologi; 

e. melatih dan merangsang kepekaan dan 
mengapresiasi serta mengekspresikan 
kehalusan, dan keharmonian; 

kemampuan 
keindahan, 

f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan 
kebugaran jasmani; dan 

g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk 
melanjutkan pendidikan ke SMP bentuk lain yang 
sederajat. 
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(2) Pendidikan pada SMP atau bentuk lain yang sederajat 
berfungs1: 
a . mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan 

nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian 
luhur yang telah dikenalinya; 

b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai 
kebangsaan dan cinta tanah air yang telah 
dikenalinya; 

c. mempelajari dasar ilmu pengetahuan dan teknolog1; 
d . melatih dan mengembangkan kepekaan dan 

kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan 
keindahan, kehalusan, dan keharmonian; 

e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang 
olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran 
jasmani maupun prestasi; clan 

f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk 
melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan 
menengah dan/atau untuk hidup mandiri di 
masyarakat. 

(3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang: 
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; 
b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, clan inovatif; 
c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan 
d . toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung 

jawab. 

Paragraf 2 
Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan 

Pasal 28 

( l) Pendidikan dasar diselenggarakan melalui jalur 
pendidikan formal 

(2) Pendidikan dasar m erupaka n jenjang pendidikan yang 
melandasi jenjang pendidikan menengah. 

(3) Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1), meliputi SD atau bentuk lain yang sederajat 
serta SMP atau bentuk lain yang sederajat. 

(4) SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) 
tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dual, kelas 3 
(tiga). kelas 4 (empat), kelas 5 (lima) dan kelas 6 (enam) 
kecuali program akselerasi. .l .V 
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(5) SMP atau bentuk lain yang sederajal terdiri a tas 3 
(tiga) Lingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 
(dclapan), dan ke1as 9 (sembilan). 

(6) J enis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), dapat berupa pendiclikan umum dan khusus. 

Paragraf 3 
Peserta Didik 

Pasal 29 

(1) Peser ta didik pada SD atau bentuk lain yang sederajat 
dapat berusia sekurang-kurangnya 6 (en am) tahun. 

(2) Bagi peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) 
tahun sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diterima 
setelah memperoleh rekomendasi tertulis dari psikolog 
profesional. 

(3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi 
dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan 
yang bersangkutan, sampa1 dengan batas daya 
tampungnya. 

(4) Peserta didik pada SMP atau bentuk lain yang sederajat 
adalah lulusan SD / MI atau bentuk lain yang sederajat. 

(5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD atau bentuk 
lain yang sederajat tidak didasarka n pada hasil tes 
kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau 
ben tuk tes lain. 

(6) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan 
akses bagi peserta didik berkelainan. 

(7) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD atau bentu k 
lain yang sederajat dan penerimaan peserta didik kelas 1 
(satu) SMP atau bentuk lain yang sederajat harus 
memperhatikan akses terhadap keluarga tidak mampu 
dengan menyediakan alokasi penerimaan peserta didik 
sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari daya 
tampung sekolah. 
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Paragraf 4 

Penyelenggaraan 

Pasal 30 

Kelenluan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan 
Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
sampa i dengan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

Bagian Ketiga 
Pendidikan Non formal 

Paragraf 1 
Fungsi dan Tujuan 

Pasal 31 

(1) Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, 
penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi 
warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan 
untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan 
pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan 
fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian 
profesional dalam rangka mendukung pendidikan 
sepanjang hidup. 

(2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia 
yang memiliki kecakapan hidup, ketera mpilan fungsional, 
sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan 
jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk 
bekerja dalam bidang tertentu, dan/ atau melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

(3) Pendidikan nonforrnal diselenggarakan berdasarkan 
prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. 

Paragraf 2 
Ben tuk dan Program Pendidikan 

Pasal32 

(1) Satu an pendidikan nonformal berbentuk: 
a. lembaga kursus; 
b. lembaga pelatihan; 
c. kelompok belajar; 
d. pusat kegiatan belajar masyarakat; 
e. majelis taklim; dan 
f. satuan pendidikan yang sejenis. 
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(2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta bentuk lain 
yang sejenis menyelenggarakan pendidikan bagi warga 
untuk: 
a. memperoleh keterampilan kecakapan h1dup; 
b. mengembangkan sikap dan kepribadian 

profesional; 
c. mempersiapkan diri untuk bekerja; 
d. meningkatkan kompetensi vokasional; 
e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; 

dan/atau 
f. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih 

tinggi. 

(3) Kelompok belajar dan bentuk lain yang sejenis dapat 
menyelenggarakan pendidikan bagi warga untuk: 

a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar; 
b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup; 
c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional; 
d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; 

dan/atau 
e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. 

(4) Pusat kegiatan belajar masyarakat serta bentuk lain yang 
sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga 
untuk: 
a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan; 
b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup; 
c. mengembangkan sikap dan kepribadian profcsional; 
d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; 

dan/atau 
e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. 

Pasal 33 

Program pendidikan nonformal meliputi: 

a pendidikan kecakapan hidup; 
b pendidikan anak usia dini; 
c pendidikan kepemudaan dan olah raga; 
d pendidikan pemberdayaan perempuan; 
e pendidikan keaksaraan; 
f pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; 
g pendidikan kesetaraan; dan 
h pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan 

kemampuan peserta didik. 
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Pasal 34 

(1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 huruf a merupakan pendidikan yang 
memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, 
kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan 
intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan 
untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri. 

(2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan 
kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, 
kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual dan 
kecakapan vokasional untuk menyiapkan peserta didik 
agar mampu bekerja, berusaha, dan / atau hid up mandiri 
di tengah masyarakat. 

(3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara 
terintegrasi dengan program-program pendidikan 
nonformal lainnya dan/ atau tersendiri. 

Pasal 35 

(1) Pendidikan kepemudaan dan olah raga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 huruf c merupakan pendidikan 
yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader 
pemimpin bangsa. 

(2) Program pendidikan 
mengembangkan potensi 
pada: 

kepemudaan berfungsi 
pemuda dengan penekanan 

a. p enguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak 
mulia; 

b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air; 
c. penumbuhkembangan etika, kepribadian , dan 

estetik a; 
d. peningkatan wawasan dan k emampuan di bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dan / a tau olahraga; 
e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan , 

keteladanan, dan kepeloporan; dan 
f. peningkatan keterampilan vokasional . 

(3) Program pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan 
pendidikan kepada war ga yang berusia antara 16 (enam 
belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun. 

(4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan 
bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh: 
a. organisasi keagamaan; 
b . organisasi pemuda; 
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c orgunisas1 kcpanduan/kepramukaan; 
cl . urgHnisusi palang merah; 
e. orga nisasi pecinla alam dan lingkungan hidup; 
f. organisasi kewirausahaan; 
g . organisasi masyarakat; 
h . organisasi seni dan olahraga; dan 
j . organisasi lain yang sejenis. 

Pasal 36 

(1) Pendidikan 
dimaksud 
pendidikan 
perempuan. 

pemberdayaan perempuan sebagaimana 
dalam Pasal 33 huruf d merupakan 
untuk mengangkat h arkat dan martabat 

(2) Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk 
meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam 
kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara melalui: 
a. peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; 
b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air; 
c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan 

estetika; 
d . peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olahraga; 
e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepernirnpinan, 

keteladanan, dan kepeloporan; dan 
f. peningkatan keterampilan vokasional. 

(3) Pendidikan pemberdayaan perernpuan mencakup: 
a. peningkatan akses pendidikan bagi perernpuan; 
b . pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak dasar 

perempuan; dan 
c. penyadaran terhadap harkat dan rnartabat 

perempuan. 

Pasal 37 

(1) Pendidikan keaksaraan sebagairnana dirnaksud da.larn 
Pasal 33 huruf e rnerupakan pendidikan bagi warga yang 
buta aksara Latin agar mereka dapat membaca, menulis, 
berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan 
dasar untuk m eningkatkan kualitas hidupnya. 

(2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan 
kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan 
berkomunikasi dalam bahasa Indonesia serta 
pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat 
dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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(3) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan Lerintegrasi dengan 
pendidikan kecakapan hidup. 

Pasal38 

(1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f 
merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk 
meningkatkan kemampuan peserta didik dengan 
penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional 
yang sesuai kebutuhan dunia kerja a tau kebutuh annya 
untuk menjadi manusia produktif. 

(2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja berfungsi 
untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan 
peserta didik dengan penekanan pada penguasaan 
pengetahuan dan keterampilan fungsional serta 
pengembangan sikap dan kepribadian profesional sesuai 
dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk 
menjadi manusia produktif. 

Pasal 39 

(1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 huruf g merupakan program pendidikan 
nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum 
setara SD, SMP dan SMA yang mencakup program Paket 
A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara 
SMK atau MAK yang berbentuk Pak.et C Kejuruan. 

(2) Pendidikan kesetaraan berfungsi se bagai pelayanan 
pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan 
menengah. 

(3) Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat 
yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD 
melalui jalur pendidikan nonformal. 

(4) Peserta didik program Paket B adalah anggota 

masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar 
setara SMP melalui jalur pendidikan nonformal. 

(5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, 
sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi 
proses adaptasi dengan lingkungan kerja. 

(6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD 
program Paket A, atau yang sederajat. 
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(7) Peserta d1d1k program Paket C adalah anggota 
masyarnkclt yang mrnempuh pendidikan menengah 
umurn melaluijalur pendidikan. 

(8) Peserla d1d1k program Pakel C Kejuruan adalah anggota 
masyarakal yang mcnempuh pend1dikan menengah 
kejuruan melalui Jalur pendidikan nonformal. 

(9) Program Pakel C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

membekali peserta didik dengan kcmampuan akademik 
dan kelerampilan fungsional, serta sikap dan kepnbadian 
profesional. 

(lO)Program Paket C Kejuruan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) membekali peserta didik dengan kemampuan 
akademik, keterampilan fungsional, dan kecakapan 
kejuruan paraprofesi, serta sikap dan kepribadian 
profesional. 

(1 l)Persyaratan mengikuti program Paket C dan Paket C 
Kejuruan adalah lulus SMP a tau MTs, Paket B, a tau ) ang 
sederajat. 

(12)Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan 
terin tegrasi dengan: 
a. program pendidikan kecakapan hidup; 
b. program pendidikan pemberdayaan perempuan; 

dan/atau 
c. program pendidikan kepemudaan. 

Paragraf 3 
Peserta Didik 

Pasa1 40 

(1) Peserta didik pada lembaga pendidikan, lembaga kursus, 
dan lembaga pelatihan adalah warga yang memerlukan 
bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari 
nafkah dan/ atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang 
lebih tinggi. 

(2) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan 
belajar masyarakat adalah warga yang ingin belajar untuk 
mcngcmbangkan diri, bekerja, dan/ atau melanjutkan ke 
lingkal pendidikan yang lebih tinggi. 

(3) Pcserta did1k pada pendidikan kepcmudaan adalah warga 
pcmuda. 
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(·l) Pcscrtn chdik p.tdn pe11did1k,H1 kcnks111 .,,rn m l,d,tl1 w ... 1 gc1 
usm 15 (limn bt'lns) t.ihun ke at:, s yun g lxlum cl_np.11. 
mcmbaca , menulis, bcrhitung clnn /al.\\l b(·1komt1111kmH 

dalam bahnsa lndoncsin. 

Pnrogrnf 4 
Pcnyclenggarnan 

Paso.I 4 l 

l · · tala cara Keten tuan lebih anJUt mcngcna1 
penyelengga raan Pendidikan Nonformal scbagui~ana 
dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 40 dialur 

dengan Peraturan Wali Kola. 

Bagia n Kcempal 
Pcndidikan Informal 

Pa ragraf 1 
Fungsi dan Tujuan 

Pasal42 

( 1) Pendidikan informal berfungsi 
mengembangkan potensi wa rga 
pendidikan sepanjang hidup. 

sebagai upaya 
guna mendukung 

(2) Pendidikan informal bertujuan untuk memberika n 
keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai m oral, 
etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan peserta didik da lam 
rangka mencapai tujuan pend id ikan nasional. 

Paragraf 2 
Bentuk dan Program Pcndidikan 

Pasal43 

(1) Pendidikan informal dilakukan kelua rga dan/ata u 
lingkungan yang berbentuk kegiata n pembelaja ran secara 
mandiri. 

(2) Pend:idikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), meliputi: pendidikan yan g dilakukan melalui media 
massa, pendidikan masyarakal melalui bcrbagai kegiatan 
sosial dan budaya, serta interaksi dcngan alam. 
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Pa ragra f 3 
Peserta Didik 

Pasal 44 

Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga. 

Paragraf 4 
Pengakuan Hasil Pendidikan Formal 

Pasal 45 

(1) Hasil pendidikan informal dapa t diha rgai setara dengan 
hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji 
kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan 
oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Kota sesuai kewenangan masing- masing, dan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali 

Kota. 

Bagian Kelima 
Pelaksanaan Pembelajaran 

Pasal 46 

(1) Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk: 
a pembelajaran tatap muka; dan 
b pembelajaran jarak jauh. 

(2) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-un dangan. 

(3) Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1) huruf b dilaksanakan melalui 2 

(dua) metode yaitu: 
a pembelajaran dalam jaringan/ online; dan 
b pembelajaran luar jaringan/ offline. 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pembelajaran 
ditetapkan dengan Peraturan W ali Kota. 
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8,\8 IV 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN 

8agian Kesatu 
Umum 

Pasal 47 

( 1) Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh: 
a. pemerintah; 
b. Pemerintah Kota; 
c. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan 

masyaraka t; dan 
d. satuan atau program pcnd1dikan. 

(2) Pengelolaan pcndid1kan sebaga1mana dimaksud pada ayat 
(1) ditujukan untuk mcnJamin: 
a. ak es masyarakat atas pclayanan pendidikan yang 

mencukupi, merata, dan terjangkau, 
b. mutu dan daya saing pend1dikan serta relevansinya 

dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan 
c. efekth·itas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan 

pend1d1kan. 

Pasal 48 

(1) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 7 didasarkan pada program kerja dan anggaran 
tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan 
per a turan perundang-undangan. 

(2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang d1susun oleh Pemerintah 
Kota didasarkan pada RPJMD dan RPJPD. 

(3) Program kerja dan unggaran tahunan scbagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) yang disusun badan hukum 
penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pcndidikan 
formal dan/ atau badan hukum pcnyelcnggara satuan 
pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan 
pada rencana strategis masing-masing mengacu pada 
RPJMD dan RPJPD 

(4) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang d1susun satuan pendidikan 
pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada 
jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencan,t 
strategis masing-masing yang mengacu pada RPJMD 
dan RPJPD. 
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Bagian Kedua 
Pengelolaan oleh Pemerintah Kota 

Pasal 49 

(1) Wali Kota bertanggung jawab mengelola sistem 
pendidikan di daerah dan merumuskan serta menetapkan 
kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan 
kewenangan. 

(2) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dituangkan sekurang-kurangnya 

dalam: 
a. RPJMD; 
b. RPJPD; dan 
c. peraturan Perundang-undangan daerah bidang 

pendidikan. 

(3) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat: 
a. semua perangkat daerah; 
b. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan; 
c. satuan pendidikan yang belum berbadan hukum; 
d . penyelenggara pendidikan formal, nonformal dan 

informal; 
e. dewan pendidikan kota; 
f. pendidik dan tenaga kependidikan; 
g. komite sekolah atau nama lain yang sejenis; 
h. peserta didik; 
i. orangtua/ wali peserta didik; 
j. masyarakat; dan 
k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan. 

Pasal 50 

(1) Pemerintah Kota mengarahkan, membimbing, 
mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, 
m emantau, mengevaluasi, dan mengendalikan 
penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis 
pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang 
pendidikan d an kebija kan d aerah bidang pendidikan 
dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional. 

(2) Pemerintah Kota bertanggung jawab: 
a . menyelenggarakan sekurang-kurangnya 

anak usia dini, pendidikan dasar, 
menengah, pendidikan nonformal; 

pendidikan 
pendidikan 

b. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia 
dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, 
pendidikan informal,; 



c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendid ikan, 
pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga 
kependidikan, untuk pendidikan formal, n onformal 
dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Kota 
dan/ atau masyarakat; 

d. menuntaskan program wajib belajar 12 (dua belas) 
tahun; 

e. menuntaskan program buta aksara; 
f. mendorong percepatan pencapaian target nasional 

bidang pendidikan di daerah; 
g. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengemba n gan 

kurikulum pendidikan; dan 
h. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satu an 

pendidikan dasar, dan jalur pendidikan n onformal 
untuk pengendalian dan penjaminan mutu 
pendidikan. 

Pasal 51 

(1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan penjaminan 
mutu satuan pendidikan dan/ a tau program pendidikan, 
dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang 
pendidikan, standar nasional pendidikan dan pedoman 
penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 

(2) Pemerintah Kota membantu Pemerintah dalam 
melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan 
dan/ atau program pendidikan pada jalur pendidikan 
formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis 
pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

(3) Untuk membantu pelaksanaan akreditasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) Wali Kota membentuk Unit 
Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Kota untuk pendidikan 
formal dan pendidikan nonformal. 

Pasal 52 

(1) Pemerintah Kota mengembangkan dan melaksanakan 
sistem informasi pendidikan daerah secara online dan 
kompatible dengan sistem informasi pendidikan nasional 
yang dikembangkan Kementerian Pendidikan Nasional. 

(2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) mencakup data dan informas1 
pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, 
program pendidikan. 
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(3) Pemerintah Kota mendorong satuan pendidikan untuk 
mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi 
pendidikan sesuai dengan kewenangan. 

(4) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang 
pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang 
dilakukan Pemerintah Kota dan dapat diakses oleh pihak­
pihak yang berkepentingan dengan pendidikan. 

Bagian Ketiga 
Pengelolaan oleh Badan Hukum Penyelenggara Satuan 

Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal 

Pasal53 

(1) Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan formal 
dan/ atau Badan Hukum penyelenggara pendidikan 
nonformal bertanggung jawab terhadap satuan dan/ atau 
program yang diselenggarakan. 

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan 

secara teratur dan berkelanjutan bagi 
terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan 
standar nasional pendidikan; 

b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta 
didik yang memenuhi syarat sampai batas daya 
tampung satuan pendidikan; 

c. mensuperv1s1 dan membantu satuan dan/ atau 
program pendidikan yang diselenggarakannya dalam 
melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman 
pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar 
nasional pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu 
yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 

d. memfasilitasi akreditasi satuan dan/ a tau program 
pendidikan oleh badan akreditasi sekolah tingkat 
nasional/provinsi atau badan akreditasi nasional 
pendidikan nonformal dan/ atau lembaga akreditasi 
lain yang diakui oleh Pemerintah; 

e. tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 

f. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan 
pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di 
bawah binaan pengelola. 
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Bagian Keempat 
Pcngelolaan oleh Satuan Pendidikan 

Pasal54 

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi perencanaan 
program, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan 
pembelajaran, pendayagunaan tenaga pendidik dan lenaga 
kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, penilaian 
hasil belajar, pengendalian, pelaporan dan fungsi-fungsi 
manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip 
manajemen berbasis sekolah/ satuan pendidikan nonformal. 

Pasal 55 

(1) Kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak 
usia dini dan pendidikan dasar, mengacu standar 
nasional pendidikan dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Pendidikan Kota Lubuklinggau. 

(2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan 
pendidikan informal, dan pendidikan 

nonformal, 
berbasis 
nasional keunggulan daer ah menggunakan standar 

pendidikan, potensi dan keunggulan lokal. 

Pasal 56 

(1) Kurikulum pada satuan pendidikan dasar dan jalur 
pendidikan nonformal dapat dikembangkan dengan 
standar yang lebih tinggi dari standar nasional 
pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan 
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pengembangan kurikulum sebagaiman dimaksud pada 
ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai 
berikut: 

a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, 
kepentingan peserta didik dan lingkungan; 

b. beragam dan terpadu; 

c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni dan budaya; 

d. relevan dengan kebutuhan kehidupan; 
e. menyeluruh dan berkesinambungan; 
f. belajar sepanjang hayat; dan 
g. seimbang antara kepentingan nasional dan 

kepentingan daerah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan 
dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali 
Kata. 



BABV 
PENDIDIK.AN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN 

Pasal 57 

(1) Peserta didik SD dan SMP atau bentuk lain yang 
sederajat dapat: 
a. pindah satuan atau program pendidikan sejenis; dan 
b. mengambil program atau mata pelajaran pada jenis 

dan/ atau jalur pendidikan yang sama, atau berbeda 
sesuai persyaratan akademik satuan pendidikan 
penerima. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpindahan 
peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan W ali Kota. 

Pasal58 

(1) Peserta didik SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat 
dapat mengambil mata pelajaran atau program 
pendidikan pada satuan pendidikan nonformal yang 
terakreditasi untuk memenuhi ketentuan kurikulum 
pendidikan formal yang bersangkutan. 

(2) Peserta didik pada satuan pendidikan nonforrnal dapat 
mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada 
satuan pendidikan formal untuk memenuhi beban belajar 
pendidikan nonformal yang bersangkutan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan 
mata pelajaran atau program pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Wali Kota. 

BAB VI 
BAHASA PENGANTAR 

Pasal 59 

(1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa 
pengan tar dalam pendidikan nasional. 

(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa 
pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila 
diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/ atau 
keterampilan tertentu. 

(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar 
pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung 
kemampuan berbahasa asing peserta didik. 
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BAB VII 
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDI KAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 60 

( 1) Pendidik se bagaimana dimaksud dalam Pas al 13 
merupakan tenaga profesional yang tugasnya 
merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 
menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan 
dan pelatihan. 

(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 ayat ( 1) bertugas melaksanakan administrasi, 
pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan 
teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan 
pendidikan. 

Bagian Kedua 
Persyaratan Pendidik dan TenagaKependidikan 

Pasal 61 

(1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) 
harus m emiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 
sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, 
serta m emiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional. 

(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah tingkat pendidikan minimal S1 dan/atau DIV. 

Pasal 62 

(1) Pengangkatan , penempatan, pemindahan, dan 
pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada 
satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan 
pendidikan n onformal yang diselenggarakan Pemerintah 
Kota, dilakukan W ali Kota dengan memperhatikan 
keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang 
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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(2) Pengangkatan, penempatan, pernindahan, dan 
pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada 
satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang 
diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara 
satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan 
memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan 
pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak 
boleh diskriminatif. 

Pasal 63 

(1) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada 
satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan 
pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah 
Kota dilakukan Wali Kata atas usulan Kepala Dinas. 

(2) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada 
satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan 
pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, 
dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang 
bersangku tan. 

Pasal 64 

(1) Pemindahan tugas pendidik d a n tenaga kependidikan 
yang kedudukannya PNS pada satuan pendidikan anak 
usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan n onformal 
yang diselenggarakan Pemerintah Kota dilaksanakan oleh 
Wali Kota atas usul kepala Dinas Pendidikan. 

(2) Pemindaha n tugas pendidik dan tenaga kependidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 
rangka p embinaan karier , peningkatan ilmu pendidikan, 
da n pemerataan tenaga pendidikan di setiap satuan 
pendidikan. 

Pasal 65 

(1) Pemberhentia n dengan hormatterhadap pendidik dan 
tenaga kependidikan, atas dasar: 
a. permohonan sendiri; 
b . meninggal dunia; 

c. mencapai batas usia pensiun; dan 

d. diangkat dalam jabatan lain pada jenjang satuan 
pendidikan. 
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(2) Pemberhen llan dengan tidak horrnat terhadap pcndidik 
da n tcnaga kependidikan, alas dasar: 
a. hukurnan jabalan; 
b . akibat pidana penjara berdasarkan keputusan 

pengadilan yang rnernpunyai kekualan hukum telap; 
c. melakukan perbuatan pelanggaran peraluran 

perundang-undangan;dan 
d . menjadi anggola atau pengurus partai politik. 

Bagian Keempat 
Pem binaan dan Pengembangan 

Pasal 66 

Penyelenggaraan satuan pendidikan wajib membina dan 
mengembangkan pendidik d an tenaga kepen didikan. 

Pasal 67 

(1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga 
kependidikan pada satua n pendidikan anak usia dini, 
pendidikan dasar dan pendidikan nonforrnal yang 
diselen ggarakan Pemerintah dan/ a tau masyarakat 
sebagaim an a dimak sud dalam p asal 66, mcliputi 
pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, 
didasarkan pada presta si kerja dan disip lin . 

(2) Pendidikan dan pela tihan pendidik dan tenaga 
kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
untuk meningkatkan atau mengembangkan kem arnpuan 
dan profesionalisme. 

Pasal 68 

(1) Pembinaan dan pen gembangan pendidik dan tenaga 
kependidikan sebagaimana dima ksud dalam Pasal 67 
ayat (1), yang keduduka nnya sebagai PNS dilak sanakan 
sesuai keten tuan peraturan peru ndang- undangan. 

(2) Pembinaan d an pengembangan pendidik dan tenaga 
kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, 
pendidikan dasar dan pendidikan n on formal yang 
d iselenggarakan Pemerintah Kota yang kedudukannya 
Non PNS, dilaksanakan oleh Kepala Dinas. 

Pasal69 

(1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan 
pada satuan pend idikan anak usia dini, pendidikan 
dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan 
Pemerintah Kota menjadi tanggung jawab Kepala Dinas. 
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bagi PNS. 

Pasal 71 

Kcsejahleraan pendidik dan tenaga kependidilr..bn JBng 
kedudukannya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjfan KerjZ: 
alau Non-PNS, pada satuan pendidiJr,.an anak usiB dim, 
pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang 
diselenggarakan Pemerintah Kota diwksa.naJr..an ses'-'a1 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Pasal 72 

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada sat-..ian 
pendidikan a nak usia dini, pendidilr..an dasar, dan 
pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarru-..at 
yang kedudukannya Non-PNS, berhak memperoleh 
penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan 
jaminan kesejah teraan sosial didasarkan pada perjanjian 
tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan 
pen didikan dengan pendidik dan/atau tenaga 
kepend idikan bersangkutan. 

(2) Pem erin tah Kota dapat memberikan tambahan 
penghasilan kepada pendidik clan tenaga kependidikan 
pada satuan pendidikan anak usia dini, pend1dilr.an 
dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggara.Jr..an 
masyarakal. 

(3) Dunia usaha clan dunia industri dapat membantu 
kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidilr..an pada 
satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan 
pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemenntar 
Kota dan masyarakat. 
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Paso! 73 

K<'tcntunn lebih lunjul mcngcnai kescjahlcraan pendidik dan 
tennga kepcndidiknn scbagnimana dimaksud dalam Pasal 71 
dan Pasnl 72 diatur dcngan Pcraturan Wali Kota. 

Bagian Keenam 
Penghargaan 

Pasal 74 

(1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan 
diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan 
pada Negara, berjasa terhadap Negara, karya luar biasa 
dan/ atau meninggal dalam melaksanakan tugas. 

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
diberikan Pemerintah Kota dan/ atau dunia usaha 
dan/ a tau penyelenggara dan pengelola pendidikan 
berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan 

lain. 

(3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), dapat juga diberikan dalam bentuk piagam, 
lencana, uang dan/ a tau beasiswa. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan 
kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3), diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

Bagian Ketujuh 
Perlindungan 

Pasal 75 

(1) Perlindungan diberikan kepada setiap pendidik dan 
tenaga kependidikan . 

(2) Perlindungan sebagaim ana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi: 
a. perlindungan hukum yang m encakup terhadap tindak 

kekerasan, ancaman , perlakuan diskriminatif, 
intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta 
didik, orang tua peserta didik, masyarakat, aparatur, 

dan/ a tau pihak lain; 
b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan 

terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga 
profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja 
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

,.,, h. ,,, 
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undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar 
pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan 
atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam 
pelaksanaan tugas; dan 

c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang 
mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan 
keamanan kerja, kecelakaan kerja, dan atau risiko 
lain. 

Bagian Kedelapan 

Organisasi Prof esi 

Pasal 76 

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota 
organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab. 

(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertujuan untuk meningkatkan dan/ atau 
mengembangkan kemampuan dan profesionalitas. 

Pasal 77 

(1) Pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan 
anak usia dini dan pendidikan dasar, dilakukan 
Pemerintah Kota, dalam hal ini Pejabat Pembina 
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan 
anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan 
nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan 
oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan 
sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal 78 

(1) Pemindahan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan 
anak usia dini dan pendidikan dasar, yang 
diselenggarakan Pemerintah Kota, dilakukan oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan 
anak usia dini dan pendidikan dasar yang 
diselenggarakan Pemerintah Kota, dilakukan Wali Kota 
sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 
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(3) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada 
satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar da n 
pendidikan nonformal yang diselenggarakan rnasyarakat, 
dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang 
bersangkutan sesuai dengan ketentuan pera turan 
perundang-undangan. 

Paragraf 3 
Togas, Tanggung Jawab, dan Kewajiban 

Pasal 79 

( 1) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab pada satuan pendidikan dasar dibantu oleh Wakil 
Kepala Sekolah. 

(2) Kepala Sekolah bertanggung jawab: 
a. atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, 

administrasi, membina pendidik dan tenaga 
kependidikan, mendayagunakan serta memelihara 
sarana dan prasarana pendidikan; 

b. atas pelaksanaan program wajib belajar pada satuan 
pendidikan yang dipimpinnya; 

c. mendorong terlaksananya budaya belajar di luar jam 
sekolah dan budaya membaca bagi peserta didik; dan 

d. melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
secara periodik kepada Kepala Dinas. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung 
jawab Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I), dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

Pasal 80 

(1) Kepala Sekolah b erkewajiban: 

a. melarang segala bentuk promosi barang dan/ atau 
jasa di lingkungan sekolah atau tempat belajar 
mengajar yang cenderung mengarah kepada 
komersialisasi pendidikan; 

b. melarang kegiatan yang dianggap merusa k citra 
sekolah dan demoralisasi peserta didik; 

c. mewujudkan kawasan sekolah yang bersih, aman, 
tertib, sehat, nyaman, hijau, dan kekeluargaan. 

d. menjadikan kawasan sekolah bebas dari asap rokok 
dan perbuatan asusila; dan 

e. melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik , dan 
tenaga kependidikan terhadap penggunaan m in u man 
beralkohol dan penyalahgunaan narkotika ser ta 
psikotropika. 
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l~) !\\,\$n lugns tnmbnhnn Kepnln Sekolnh sebagaimana 
dimaksud d 1.lnm nya.t (J) dapal dipcrpanjang dan 
diangknt kt'nibali untul l (snlu) kali mosa lugas. 

(3) lUru yu-1g mdnksnnnknn lugas Lambahan scbagai Kcpala 
Sekol:th 2 (dun) l uli masa Lugns bcrlurul- lurul, dapat 
ditugnsknn kcmbali rnenjadi Kepala Sekolah apabila: 
a. telah mclewati tenggang waktu sekurang-kurangnya l 

(satu) kali masa tugas; atau 
b. memiliki prestasi yang islimewa, dengan tanpa 

tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain. 

l 4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan alau 
tidak lagi diberikan Lugas sebagai kepala sekolah, tetap 
melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang 
jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses 
belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai 
dengan kelentuan yang berlaku. 

(5) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dapat difungsikan menjadi pengawas sekolah apabila 
usianya masih memungkinkan. 

(6) Pengangkatan Kepala Sekolah yang difungsikan menjadi 
pengawas sebagaimana dimaksud pada ayal (5), 
dilakukan sesuai kctentuan yang berlaku. 

Paragraf 5 
Asosiasi 

Pasal 82 

(1) Kepala Sekolah dapat membentuk asosiasi sebagai wadah 
yang bersifat mandiri. 

(2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan 
untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, 
serta profesionalisme dalam penyelenggaraan pendid1k,in. 

L,, 



(3) Kelcntuan lebih lanjut rnengenai pembentukan asosiasi 
I epala Sekolah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII 

PRASARANA DAN SARANA 

Pasal83 

(1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib 
menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk 
keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan 
perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, 
sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. 

(2) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam 
penyelenggaraan pendidikan dilakukan Pemerintah, 
Pemerintah Kota, dan Masyarakat. 

(3) Pendayagunaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai 
tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab 
penyelenggara dan/ a tau pengelola satuan pendidikan. 

Pasal 84 

(1) Pemerintah Kota wajib menyediakan prasarana dan 
sarana yang memadai pada satuan pendidikan yang 
diselenggarakan Pemerintah Kota. 

(2) Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan prasarana 
dan sarana pendidikan pada penyelenggara satuan 
pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. 

(3) S tandar prasarana dan 
pendidikan anak usia 

pendidikan nonformal 
perundang-undangan. 

sarana minimal pada satuan 
dini, pendidikan dasar, dan 
sesuai ketentuan peraturan 

Pasal85 

(1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan atau 
kemudahan kepada masyarakat dan/ atau pelaku usaha 
yang mem berikan ban tuan prasarana dan sarana 
pendidikan. 

(2) Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 86 

(1) Prosarana pendidikan berupa bangunan gedung, wajib 
memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan 
teknis sesuai f ungsinya. 

(2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan status hak 
atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, izin 
mendirikan bangunan, dan izin penggunaan bangunan. 

(3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud ayat (1), meliputi persyaratan taat bangunan 
dan persyaratan keandalan dan kelayakan bangunan 
gedung. 

(4) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan 
sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), 
dilaksanakan sesua1 dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 87 

Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan 
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasardan pendidikan 
nonformal yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah 
Kota, dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 

BAB IX 
EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI 

Bagian Kesatu 
Evaluasi 

Pasal 88 

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pen gendalian mutu 
pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas 
penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang 
ber kepen ting an. 

(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga 
mandiri, dan program pendidikan pada jalur formal dan 
nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis 
pendidikan. 
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Pasal89 

(1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan pendidik 
untuk memantau proses, kemajuan, clan perbaikan has1l 
belajar peserta didik secara berkesinambungan. 

(2) Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, 
lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan 
formal dan pendidikan nonformal dilakukan Pemerin tah 
Kota dan/ atau lembaga mandiri secara berkala, 
menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai 
pencapaian standar nasional pendidikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota. 

Pasal 90 

(1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 
ayat (2), dapat melakukan fungsinya setelah 
mendapatkan persetujuan Wali Kota. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Wali Kata. 

Bagian Kedua 
Akreditasi 

Pasal 91 

(1) Wa li Kota membentuk Unit Penyelenggara Akreditasi 
Sekolah yang bertugas membantu pelaksanaan akreditasi 
yang menjadi kewenangan Sadan Akreditasi Nasional 
Sekolah dan pendidikan nonformal. 

(2) Unit Penyelenggara Akreditasi Sekolah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) bertugas melaksanakan 
akreditasi terhadap program keahlian, dan/ a tau satuan 
pendidikan sekolah dan pendidikan nonformal. 

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai 
bentuk a kuntabilitas publik yang dilakukan secara 
objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan 
menggunakan instrumen dan kriteria sesuai standar 
nasional pendidikan. 

(4) Prosedur pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 92 

Satuan pendidikan yang telah diakreditasi Badan Akreditas1, 
harus diinformasikan kepada masyarakal. 

Bagian Ketiga 
Sertifikasi 

Pasal93 

(1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. 

(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan 
terhadap prestasi belajar dan/ atau penyelesaian suatu 
jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang 
diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi. 

(3) Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara satuan 
pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik 
dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap 
kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah 
lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan satuan 
pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi. 

(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), dilaksanakan sesuai standar nasional 
pendidikan dan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

BABX 
PENDANAAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 94 

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama 
Pemerintah, Pemerintah Kota, dan Masyarakat. 

(2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip 
keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan 
akuntabel. 

(3) Penyelenggara dan/ a tau pengelola satuan pendidikan 
wajib mendayagunakan dana pendidikan guna menjamin 
kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan. 
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Bagian Kedua 
Sumber Pendanaan Pendidikan 

Pasal95 

(1) Dana pendidikan satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dapat bersumber 
dari: 
a. APBD; 
b. bantuan Pemerintah/Pemerintah Provinsi; 
c. sumbangan dari peserta 

didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan 
sesuai peraturan perundang-undangan; 

d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan 
pendidikan di luar peserta didik atau orang 
tua/ walinya; 

e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 
f. sumber lainnya yang sah. 

(2) Dana pendidikan satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan 
pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber 
dari: 
a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan 

yang bersangkutan; 
b . bantuan dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi; 
c. bantuan dari Pemerintah Daerah; 
d. sumbangan dari peserta didik atau orang 

tua/ walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan 
perundang-undangan; 

e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan 
pendidikan di luar peserta didik atau orang 
tua/ walinya; 

f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 
g. sumber lainnya yang sah. 

(3) Dana pendidikan yang bersumber dari sumbangan 
kepada peserta didik atau orang tua/walinya dilakukan 
berdasarkan musyawarah dan sukarela yang 
pelaksanaannya memperhatikan kondisi daerah, status 
satuan pendidikan dan kondisi lingkungan setempat. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana pendidikan 
sebagaimana dirnaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan 
Wali Kota. 
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Bngian Ketiga 
Pcngalokasian Dana Pendidikan 

Pnragraf 1 
Kewajiban 

Pasal96 

(1) Pemerintah Kola wajib menyediakan anggaran pendidikan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang­
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

(2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ada lah selain gaji pendidik dan biaya pendidikan 
kedinasan. 

(3) Pemerintah Kota wajib mengalokasikan dana darurat 
untuk mendanai keperluan mendesak dalam 
penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan peristiwa 
tertentu. 

Pasal 97 

(1) Pemerintah Kota wajib membiayai penyelenggaraan 
pendidikan padajenjang pendidikan dasar. 

(2) Pemerintah Kota wajib mengalokasikan anggaran untuk 
penyelenggaraan pembiayaan PAUD sesuai dengan 
kemampuan keu a.ngan daerah. 

Paragraf 2 
Beasiswa 

Pasal 98 

(1) Pemerintah Kota sesuai kewenangannya dapat memberi 
bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta 
didik yang orang tua atau walinya tidak mampu 
membiayai pendidikannya. 

(2) Pemerintah Kota sesuai kewenangannya dapat memberi 
beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi. 

(3) Pemerintah Kota sesuai dengan 
memberikan bantuan lainnya 
sekolah bagi siswa baru. 

kewenangannya dapat 
berupa perlengkapan 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian, 
persyaratan peserta didik dan pendistribusian beasiswa 
sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan 
Peraturan Wali Kota. 

111. 
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Paragrnf 3 
Program Sekolah Gratis 

Pasal 99 

(1) Pemerintah Kota dapat menyusun program sekolah gratis 
untuk meringankan beban orang tua/wali siswa dari 
kewajiban membayar biaya operasional Sekolah. 

(2) Biaya operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibayar oleh Pemerintah Kota. 

(3) Biaya operasional sekolah yang digratiskan oleh 
Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diperuntukan untuk setiap penduduk kota dalam usia 
sekolah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program sekolah gratis 
diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

Bagian Keempa t 
Pengelolaan Dana Pendidikan 

Pasal 100 

(1) Wali Kota berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan 
yang berasal dari APBD maupun APBN. 

(2) Wali Kota dapat melimpahkan wewenang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait 
dalam perencanaan, pelaksan aan, penatausahaan, 
pelaporan, da n pertanggungjawaban serta pengawasan 
keuangan pendidikan. 

(3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah 
Kota berwenang da lam pengelolaan dana pendidikan yang 
menjadi tanggung jawabnya. 

(4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat 
serta badan hukum penyelenggara satuan pendidikan 
berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang 
menjadi tanggung jawabnya. 
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BAB XI 
PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN 

PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN 

Bagian Kesalu 
Umum 

Pasal 101 

Pemerinta h Kota dapat melaksanakan pembukaan, 
penambahan, penggabungan, dan penutupan satuan 
pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan 
dasar, dan pendidikan nonformal. 

Bagian Kedua 
Pembukaan 

Pasal 102 

(1) Pemerintah Kota wajib membiayai penyelenggaraan 
pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. 

(2) Izin penyelenggarakan pendidikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), melalui tahapan: 
a izin prinsip penyelenggaraan pendidikan; dan 
b izin operasional penyelenggaraan pendidikan. 

(3) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku untuk jan gka 
waktu 2 (dua) tahun. 

( 4) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku 
selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai 
ketentuan peraturan perundang undangan. 

(5) Izin penyelenggaran pendidikan sebagaiman a dimaksud 
pada ayat (3), tidak dapat dipindahtangankan dengan 
cara dan/atau dalam bentuk apapun. 

(6) Ketentuan lebih la njut m engenai prosedur pembukaan 
satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Wali Kota. 
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Bagian Ketiga 

Penambahan dan Penggabungan 

Pasa1 103 

(1) Penambahan dan penggabungan satuan pendidikan anak 
usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal 
dilakukan setelah memenuhi persyaratan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan 
dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali 
Kata. 

Bagian Keem pat 
Penutupan 

Pasal 104 

(1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan 
pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah 
Kata dan/ a tau masyarakat yang tidak memenuhi 
persyaratan dapat ditutup. 

(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang telah ditutup dilaran g melaksanakan kegiatan 
belajar mengajar. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan 
satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Wali Kata . 

Bagian Kelima 
Lembaga Pendidikan Asing 

Pasal 105 

(1) Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan 
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar , dan 
pendidikan nonformal di daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 

(2) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 
yang diselenggarakan lembaga pendidikan asing, wajib 
memberikan pendidikan agama, bahasa Indonesia, 
kewarganegaraan dan muatan lokal bagi peserta didik. 
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(3) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan 
yang ada di daerah, dan harus meng1kutsertakan 
pendidik dan tenaga kependidikan warga masyarakat. 

Pasal 106 

Satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara 
asing yang berlokasi di luar wilayah kedutaan besar, 
pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB XII 
PENJAMINAN MUTU 

Pasal 107 

(1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan 
dasar, dan pendidikan nonformal wajib melakukan 
penjaminan mutu pendidikan. 

(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau 
melampaui standar nasional pendidikan. 

(3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis, dan 
terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang 
memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. 

Pasal 108 

(1) Pemerintah Kota melakukan dan/ atau memfasilitasi 
penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada 
kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang 
pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Pemerintah Kota berkoordinasi dengan unit 
pelaksana teknis pemerintah yang melaksanakan tugas 
penjaminan mutu pendidikan. 

BAB XIII 
PERAN SERT A MASY ARAKAT 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 109 

(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran 

n~f' 



scrtn perscornngnn, kelompok, kcluarga, organisasi 
profcs i, pcngusuho clo.11 orgnnisus1 kemosyarakatan dalam 
pcnyelcnggornnn , pcngclolHEll1, dnn pengendalian mulu 
pelnynnnn pcndic\iknn. 

(2) Perun scrlo. masyarakal scbagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dapnl scbagai sumber, pclaksana, dan pengguna hasil 

pendidikan . 

(3) Pcran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk 
percncanaan , pengorganisasian, pelaksanaan dan 
pengendalian pcnyelenggaraan pendidikan. 

(4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu 
pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) mencakup part1s1pasi dalam perencanaan, 
pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang 
dilaksanakan melalui Dewan Pendidikan Kota dan Komite 
Sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan 
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan 
pendidikan nonformal. 

(5) Pelaksanan peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu 
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. 

Pasal 110 

(1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai 
sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan 
tenaga kependidikan, dana, prasarana, dan sarana dalam 
penyelenggaraan pendidikan, dan pengendalian mutu 
pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan. 

(2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan 
dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya 
dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan 
formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. 

(3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat 
berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana 
pendidikan, dana, beasiswa, dan narasum ber dalam 
penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan 
nonformal dan pendidikan informal. 

(4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber 
pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa, dan nara 
sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, 
pendidikan nonformal dan pendidikan informal. 
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Pu snl 1 t 1 

(I) l'c·r ,111 m·r In pn~;c•on111go11, ktluarga atau kelompok 
M·ling:1i pt·lnks:uw pc11cliclikun dapat bcrupa parttsipasi 
d11l.1 111 1w111~<:lol,wn per1d1clikun. 

(,) Pc• , ·£111 H(' tl n organisns1 profcsi sebagai pelaksana 
pe11didil<n11 dnpnl bcrupa pembenlukan lembaga evaluasi 
dn11 /atnu h:n,bngn nkrcdilasi mandiri. 

{J) Du11iu usnlrn/dunia induslri berkewajiban menerima 
pc set In clidik clan/ a Luu lcnaga pcndidik asal sekolah Kota 
Lubuklingguu da1am pelaksanaan sistem magang, 
pencliclikan sislcm ganda, dan/atau kerjasama produksi 
dcngun saluan pcndidikan sebagai institusi pasangan. 

(4) Pernn scrta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana 
pcndiclikan dapat berupa penyelenggara, pengelola, 
pcngawas, dan pcmbina satuan pendidikan. 

Pasal 112 

Peran scrta dunia usaha/ dunia industri sebagai pengguna 
hasil pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan 
pcndidikan dalam penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan 
basil pcnclitian, pengembangan, dan kerjasama 
pcngcmbungan jaringan informasi. 

Pasal 113 

(1) Untuk pcningkatan mulu dan relevansi program 
pendidikan, Pemerintah Kota bersama pelaku usaha 
dan/ atau dunia industri dan/ atau asosiasi profesi dapat 
membenluk Forum Koordinasi Konsullasi dan Kerjasama. 

(2) Pcmbcnlukan Forum Koordinasi Konsultasi dan 
Kcrjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditclapkan dcngan Keputusan Wali Kota. 

Bagian Kcdua 
Dewan Pendidikan Kola 

Pasal 114 

(1) Dewan Pendidikan Kota merupakan wadah peran serta 
masyarakal dalam peningkatan mutu layanan pendidikan 
ynng mcliputi percncanaan, pengawasan dan evaluasi 
program pcndidikan. 
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(2} Dewan Pendidikan Kota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Kot.a. 

(3) Anggota Dewan Pendidikan Kota ditetapkan dengan 
Keputusan Wali Kota. 

(4} Anggota Dewan Pendidikan Kota berjumlah paling banyak 
11 (sebelas) orang. 

(5) Wali Kota memilih dan menetapkan anggota Dewan 
Pendidikan Kota atas dasar usulan dari panitia pemilihan 
anggota Dewan Pendidikan Kota yang dibentuk oleh Wali 
Kota. 

(6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
mengusulkan kepada Wali Kota paling banyak 22 (dua 
puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Kota 
setelah mendapatkan usulan dari: 
a. organisasi profesi pendidik; 
b. organisasi profesi lain; atau 
c. organisasi kemasyarakatan. 

Pasal 115 

(1) Dewan Pendidikan Kota berperan sebagai: 
a. pemberi pertimbangan dalarn rangka penentuan dan 

pelaksanaan kebijakan pendidikan; 
b. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran 

maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; 
c. pengontrol, dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran 
pendidikan; dan 

d. mediator antara Pemerintah Kota dan DPRD dengan 
masyaraka t. 

(2) Dewan Pendidikan Kota berfungsi sebagai berikut: 
a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen 

masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan 
yang bermutu; 

b. melakukan kerjasama dengan masyarakat 
(perorangan/ organisasi), Pemerintah, dan DPRD 
berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang 
bermutu; 

c . menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan 
dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan 
oleh masyarakat; 

d. memberikan masukan, pertimbangan, dan 
rekomendasi kepada Pemerintah Kota dan DPRD 
mengenai: 

1. kebijakan dan program pendidikan; 
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2. krlle• in k11w1jn dnern h dnlam bidang penclidil<nn; 
3. lo 1t t·1 iu len.ngn kependid1kan, khususnya 

guru/lulor dnn kepo ln saluan pendidikan 
4 . kritei in fnsililn$ pcndidikan; dan 
5. ho l-hnl bin yn ng lcrkall dengan kependidikan. 

c. mcnclorong ora.ng Lt.JU da n masyarakat berpartisipasi 
clo lrnn pc ndidikun guna mcndukung peningkatan 
mulu <lnn pernerataan pcndidikan; dan 

r. mclokuka n cva luasi dan pengawasan terhadap 
kc bijakan , program, pcnyclcnggaraan, dan keluaran 

pcndidika n . 

(3) Dewa n Pendidikan Kola menja lankan fungsinya secara 

mandiri dan prof esional. 

(4) Dewan Pendidikan Kota bertugas menghimpun, 
menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Wali 
Kota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi 
masyarakat terhadap pendidikan. 

Pasal 116 

(1) Keanggotaan Dewan Pendidikan Kota terdiri atas tokoh 

yang berasal dari: 
a. pakar pendidikan; 
b. penyelenggara pendidikan; 
c. pengusaha; 
d . organisasi profesi; 
e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-

budaya; 
f. pendidikan bertaraf internasional; 
g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan / a tau 
h . organisasi sosial kemasyarakatan. 

(2) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan Kota paling 
sedikit terdiri atas Ketua Dewan dan Sekretaris. 

(3) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan Kota 
adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 
(satu) kali masa jabatan. 

Bagian Ketiga 
Komite Sekolah 

Pasal 117 

(1) Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis merupakan 
wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu 
layan a n pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan 
dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan 
anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan 
nonformal. b_ r 



(2) l,rnnit1· Sdcolnh ntmt 11nm11 l,1in yu11g St.:Je11is be Ip< 1 nn 
tnctnb(·rikun pe1 LirnlrnnKHll, somn clnn dukungnn !Lnagu, 
prnsn11111n don sn1 ruw scrlu pcngawasan 
p1•nyt• lc1 igKHrnon 1w nclitlikan pmlo saluan pcndidikan 
nnuk usin clini, rwnclicliknn dnsur, dan pcndidikan 
nonrornwl. 

(3) I 01nilc Sckoluh alau nomu lain yang scjcnis scbagaimana 
dinrnksud pacla ayHL (1) pada saluan pendidikan anak 
us in dini, pcndidika n dasar, bcrsifat mandiri dan tidak 
mc mpunyai hu bungan hira rkis dengan Pemerintah, 
Pcmcrinlah Kola, dan Dewan Pcndidikan. 

(4) Komilc Sekolah dibentuk pada satu satuan pendidikan 
formal dan nonformal a tau nama lain yang sejenis. 

(5) Kcpcngurusan dan keanggotaan komite sesuai dengan 
peraluran perundang-undangan yang berlaku. 

(6) Masa jabat.an Komite Sekolah adalah 3, (tiga) tahun dan 
dapal dipilih kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan. 

(7) Dalam pengambilan keputusan Komite Sekolah wajib 
mengkoordinasikan dengan seluruh orang tua murid. 

Bagian Keempat 
Penghargaan 

Pasal 118 

(1) Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan kepada 
masyarakat yang berjasa di bidang pendidikan. 

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 

BAB XIV 
KERJASAMA 

Pasal 119 

(1) Penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan dapat 
dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan 
dan/ atau dunia usaha/ dunia industri dan/ atau asosiasi 
profesi dalam negeri dan/ a tau luar negeri. 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu, 
relevansi, dan pelayanan pendidikan. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjc1s~mc1 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Wali Kota. 

BAB XV 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 120 

(1) Pemerintah Kota, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah 
atau nama lain yang sejenis melakukan pengawasan atas 
penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia 
dini, pendidikan dasar , pendidikan menengah dan 
pendidikan nonformal sesuai dengan kewenangan 
masing-masing. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan 
akun tabel. 

Pasal 12 1 

Pengendalian penyelenggaraan dan/ a tau 
pendidikan merupakan kewenangan Wali 
pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas. 

BAB XVl 
SANKS! ADMINISTRATIF 

Pasal 122 

pengelolaan 
Kota yang 

Pelanggaran terhadap ketentu an sebagaim ana dimaksud 
dalam pasal 15, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 66, 
Pasal 78 ayat (2), Pasal 80 ayat (1), Pasal 94 ayat (3) Pa 1 95 
ayat (3), Pasal 102 ayat (1) Pasal 103 ayat (2) d ' sa 
p 1 . ' an ayat (3) dan 

asa 1_04 dapat d1kenakan sanksi administratif beru a: 
a. permgatan tertulis· p 

' 
b. pembatalan izin prinsip dan izin operasional· dan/ t 
c p b t · · , a au · enca u an 1zm operasional. 

BAB XVII 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 123 

( 1) Penyidikan terhadap p 1 
dalam p t e anggaran sebagaimana dimaksud 

era uran Daerah ini dilaku .. 
Pegawai Negeri Sipil ct1· 1· k kan oleh Peny1d1k 

mg ungan Pe · ah 
pengangkatannya ditetapkan s . mennt Kota yang 
perundang-undangan. esuai dengan peraturan 

Dipindai dengall CamScanner 

Ji 



(2) Dnl,1111 mclaksnnnkan tugus pcnyicJiknn, pejabat Penyidik 
Pq~,l\\\11 Negcri Sipil ~eb.tgaimanu dimaksud pada ayat ( 1), 
be1w1·nn ng: 
11. mem·r imn laporan a tau pengaduan dari seseorang 

tentnng ado.nya pelanggaran; 
b. rnelnkukan tinciakan pertama pada saat itu di tempat 

kcjadian clan melakukan pemeriksaan; dan 
c . mcnyuruh berhcnt1 scorang tersangka dan 

memcriksn tancla pcngenal diri tersangka; 
cl. melnkukan penyitaan benda dan atau surat; 
e . mengambil sidik jan dan memotret seseorang; 
1. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa 

sebaga1 tersangka atau saksi; 
g. mcndalangkan seorang ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
h. mengadakan penghenlian penyidikan setelah 

mendapat pelunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukt1 
ntau peristiwa tersebul bukan merupakan tindak 
pclanggaran dan selanjulnya memberitahukan hal 
tersebut kepada penuntut umum tersangka atau 
keluarganya; dan 

1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan 
penahanan. 

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap 
tindakan ten tang: 
a. pemeriksaan tersangka; 
b. pemasukan rumah; 
c. penyitaan benda; 
d. pemeriksaan surat; 
e. pcmeriksaan saksi; 

f. pemcriksaan di lempal kejadian; dan 

g. mengirimkan bcrkasnya kepada Pengadilan Negeri 
dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara 
Republik Indonesia. 

BAB xvm 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 124 

(1) Setiap orang dan/ atau pengelola dan/ atau 
penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan 

Pasal 102 ayal (1), Pasal 104 ayat (2) dan/ atau Pasal 
111 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan paling 
lama 3 (tiga) ~ulan atau denda palmg banyak Rp 
50.000.000,00 (hma puluh juta rupiah) ( ,, 

Dipind~f dengan Ct1rnScarmer 



(2) Tindak Pidanu sebagaimann dimaksud pada ayat (I) 
adalah tindak pidana pelanggaran. 

BAB XIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 125 

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah 
Norn or 4 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 
2014 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 126 

Ketentuan lebih lanjut dari pelaksanaan Peraturan 
Daerah 1m harus dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan 
sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. 

Pasal 127 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

orang mengetahuinya, Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Lubuklinggau. 

memerintahkan 
Pera tu ran Daerah ini dengan 
dalam Lem bar an Daerah Kota 

Ditetapkan di Lubuklinggau 
pada tangg / 3 D O ese f>'\ b er d'b~, 
WALi KOTA LUBUKLINGdAU, 

H. S. N. P NA ~RA SOHE 

Diundangkan di Lubuklinggau 
pada tanggal 1 ~ Oe-S-tVh\,t, ?8> I 

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, 

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN Pt>=2/ NOMOR. . J 
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU 
nnrn 7Tl'ITQT <;;:T TM&i.'T'li'Q I\ ~H'T ll'T'&i.l\T · (Ori /'J,.n,-:l I 

Dipindai dengan Cam Scanner 


